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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan pemerintah terus 

melakukan upaya untuk memperbaiki dan melakukan inovasi terus menerus. Tertib 

administrasi kependudukan sendiri terdapat dalam (UU Nomor 23, 2006) Administrasi 

Kependudukan merupakan rangkaian aktivitas penyusunan serta penerbitan dokumen 

serta informasi kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

pengelolaan data Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

Upaya tertib dokumen kependudukan ataupun tertib administrasi kependudukan, 

tidak hanya pengawasan terhadap pengadaan blangko blangko yang dipersyaratkan 

dalam penerbitan dokumen, tetapi wajib tersistem, konkrit, serta pragmatis. Yang berarti 

mudah untuk dipahami oleh penduduk serta bermakna secara hukum untuk melindungi, 

mengakui/ mengesahkan status kependudukan atau mencatat peristiwa penting untuk 

memperlancar urusan serta memiliki keuntungan bagi masyarakat apabila tertib 

dokumen. 

Pembangunan administrasi kependudukan adalah bagian dari pelayanan dalam 

administrasi negara untuk memberikan jaminan terhadap individu agar memiliki 

kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak-hak individu (Lindiarti, 2017). 

Administrasi kependudukan merupakan salah satu jaminan terhadap hak-hak individu 

serta dalam perlindungan hukum sehingga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. 

Pelaksanaan administrasi kependudukan mulai dilakukan sejak individu lahir, selama 
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hidup, sampai akhir hayatnya. Sehingga administrasi kependudukan sangat penting bagi 

setiap individu (Lituhayu, 2017)  

Dalam menjalankan administrasi kependudukan dibutuhkan instansi yang dapat 

melaksanakan tugas dalam bagian administrasi kependudukan serta pencatatan sipil. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disingkat Disdukcapil adalah perangkat 

daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan di provinsi atau 

kabupaten/kota. Disdukcapil memiliki peranan dan tanggung jawab untuk menerbitkan 

pencatatan sipil yang diperlukan oleh masyarakat.  (PERMENDAGRI Nomor 14, 2020) 

Tujuan dari adanya pencatatan sipil adalah memenuhi hak asasi setiap penduduk 

di bidang Administrasi Kependudukan dengan mendapat pelayanan publik yang baik 

serta profesional, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, mendapatkan 

data nasional mengenai pencatatan peristiwa kependudukan secara akurat dan lengkap, 

membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional melalui 

pencatatan sipil serta informasi yang telah diterima serta mendukung pembangunan 

sistem administrasi kependudukan sehingga dapat terintegrasi dengan sektor lain. 

Sebagai tempat pengelola administrasi kependudukan agar lebih terpadu dan 

berkelanjutan maka dibuatlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

yang telah diatur dalam Permendagri 95 tahun 2019. Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan 

informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana 

sebagai satu kesatuan.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95, 

2019) 
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Tujuan dari adanya SIAK yaitu database kependudukan terpusat, database 

kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (statistik, Pajak, Imigrasi, 

dll) serta Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran 

Penduduk, Catatan Sipil, dll) serta dapat memberikan pelayanan prima yaitu 

memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat (Zaenal Mukarom, 2020:149) 

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian yang cukup serius 

membuat banyak perubahan kebijakan yang terjadi untuk menyesuaikan dengan situasi 

yang terjadi.  Tujuan dari perubahan ini adalah menekan virus tidak berkembang secara 

pesat. Covid-19 menyebabkan angka kematian di Indonesia cukup meningkat signifikan 

dari awal masuk virus tahun 2020 hingga akhir tahun 2021. Berikut data angka kematian 

akibat Covid-19 di Sumatera Selatan: 

 

 

Gambar 1 Data Angka Kematian Akibat Covid-19 Di Sumatera Selatan 
Sumber : Website Peta Sebaran Covid-19 (Peta Sebaran COVID-19 | Covid19.go.id, n.d.) 

Tingginya angka kematian serta konfirmasi kasus akibat pandemi ini pemerintah 

terus berupaya untuk tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan  

(Surat Edaran Menteri PANRB No.19, 2020) Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil 

Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang 

dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas 
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kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work from Home/WFH) bagi 

ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran Covid-19.  

Dengan adanya peraturan tersebut Disdukcapil harus tetap melayani masyarakat. 

Strategi yang digunakan adalah dengan melaksanakan pelayanan secara online terus 

melakukan inovasi-inovasi agar tidak menghambat pelayanan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Disdukcapil kota palembang adalah salah satu instansi yang berwenang 

untuk melakukan pencatatan sipil dan masalah administrasi kependudukan di kota 

Palembang. Beberapa pelayanan yang dapat dilakukan oleh Disdukcapil Kota 

Palembang: 

a. Pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (ktp-el), perubahan element, 

hilang dan rusak 

b. Pelayanan penerbitan surat datang antar kabupaten kota dan provinsi 

c. Pelayanan penerbitan surat keterangan (SUKET) 

d. Pelayanan penerbitan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) WNA 

e. Pelayanan penerbitan kutipan pengesahan anak 

f. Pelayanan penerbitan kutipan akta pengakuan anak 

g. Pelaporan kematian luar negeri 

h. Pelayanan kutipan akta kematian 

i. Pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran 

j. Pelayanan pelaporan perkawinan luar negeri 

k. Pelayanan penerbitan kutipan akta perkawinan 

l. Pelayanan penerbitan kutipan akta perceraian 

Salah satu pelayanan yang akan dibahas yaitu pelayanan penerbitan akta kematian 

yang terdapat dalam bidang pencatatan sipil. Dalam (UU Nomor 24 Tahun, 2013) pasal 

44  setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi agar  diterbitkannya kutipan akta 
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kematian. Kemudian diatur kembali dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 

Tahun 2019 (PERMENDAGRI Nomor 108, 2019) pada pasal 61 tentang pencatatan 

kematian dengan mengajukan beberapa syarat berdasarkan peraturan presiden mengenai 

persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil. Persyaratan 

mengenai pencatatan kematian telah diatur dalam perpres no 96 Tahun 2018 (PERPRES 

Nomor 96, 2018)  

Akta Kematian sendiri diterbitkan untuk penduduk yang telah wafat. Penduduk 

yang telah wafat akan dinonaktifkan dari Kartu Keluarga dan, NIK untuk mencegah data 

kependudukan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Akta Kematian yang telah didapatkan dapat digunakan untuk membuat kartu keluarga 

yang baru. Akta kematian juga bermanfaat untuk mengurus penetapan ahli waris, 

mengurus pensiunan janda/duda, mengurus klaim asuransi, dan juga persyaratan untuk 

melaksanakan pernikahan kembali. Berikut adalah bentuk dari Akta Kematian: 
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Gambar 2 Contoh Dari Akta Kematian 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2021 

 

Berikut adalah SOP penerbitan akta kematian pada Disdukcapil kota Palembang: 
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Gambar 3 SOP Penerbitan Akta Kematian 
Sumber: Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 2021 

(Pencatatan Sipil – DISDUKCAPIL KOTA PALEMBANG, n.d.) 
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SOP untuk melakukan penerbitan akta kematian sebelum masa pandemi covid-19 

adalah dimulai dari memberikan berkas pada loket pendaftaran, lalu petugas verifikasi 

dan penomoran akan mengecek kelengkapan berkas kemudian Operator akan membuat 

draft akta kematian. Draft akan diajukan kepada Kasi perubahan status anak, 

pewarganegaraan dan kematian. Kemudian diajukan kembali pada kabid Pencatatan 

Sipil dan terakhir akan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Disdukcapil.  

Pada masa pandemi covid 19 Disdukcapil melakukan inovasi pelayanan pada 

bidang pencatatan sipil serta pendaftaran penduduk yang dilakukan secara online 

dengan sistem pendaftaran melalui pesan whatsapp. Masyarakat dapat menghubungi 

petugas layanan informasi untuk mengetahui persyaratan pendaftaran mengenai 

pencatatan sipil maupun pendaftaran penduduk. Berikut ini adalah nomor whatsapp 

bidang pencatatan sipil Disdukcapil kota Palembang yang dapat dihubungi oleh 

masyarakat: 

 

Gambar 4 Pendaftaran Pelayanan Pencatatan Sipil secara Online 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2021 

Selanjutnya petugas akan memberikan informasi mengenai persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk mendaftarkan pelayanan. Setelah masyarakat mengirimkan file berkas maka 

petugas akan memberikan informasi waktu estimasi penyelesaian pelayanan pada 

Disdukcapil. Selanjutnya file yang telah diterima akan dicetak dan diproses oleh operator. 

Draft akan diajukan kepada Kasi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian 
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untuk melakukan verifikasi. Kemudian diajukan pada kabid Pencatatan Sipil dan terakhir 

akan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Disdukcapil. 

Menurut Plt Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

jumlah berkas masuk untuk pembuatan akta kematian meningkat cukup signifikan di masa 

pandemi covid-19 ini. Diperkuat dengan data yang ada dengan perbandingan penerbitan akta 

kematian dengan tahun sebelum adanya pandemi covid-19: 

Tabel 1  

Penerbitan Akta Kematian pada Disdukcapil Kota Palembang 

No Bulan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

1.  Januari 226 335 580 

2.  Februari 191 483 567 

3.  Maret 186 601 511 

4.  April 166 250 568 

5.  Mei 191 210 491 

6.  Juni 162 359 727 

7.  Juli 279 511 694 

8.  Agustus 248 467 - 

9.  September 263 455 - 

10.  Oktober 235 488 - 

11.  November 274 444 - 

12.  Desember 264 487 - 

 Jumlah 2.685 5090 4138 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2021 

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan masih kurang komunikasi  oleh 

Disdukcapil diakibatkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga Disdukcapil tidak 

dapat melaksanakan sosialisasi secara langsung.  Hal ini menyebabkan masih banyak 

masyarakat yang mengabaikan serta kurang mengetahui manfaat serta tujuan dari 

adanya akta kematian yang bisa dilihat pada data tahun sebelumnya. Meskipun data 
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yang didapatkan menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada masa 

pandemi. Menurut Informan yang melakukan pelayanan baru mengetahui adanya 

kebijakan penerbitan akta kematian setelah 11 tahun anaknya meninggal. Informan baru 

mengetahui kebijakan tersebut dikarenakan ingin menghapuskan nama anaknya di 

Kartu Keluarga sehingga diminta untuk membuat akta kematian terlebih dahulu di 

kantor Capil. 

Penerbitan Akta Kematian di Disdukcapil juga mendapatkan keluhan dari 

masyarakat karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan bila pelayanan pada 

Disdukcapil kota Palembang dapat dilakukan secara online. Masyarakat kurang untuk 

mencari informasi pada website resmi Disdukcapil Kota Palembang yang telah 

memberikan informasi secara jelas. Asumsi masyarakat dalam pelayanan penerbitan 

akta kematian menggunakan biaya administrasi juga turut mempengaruhi kesadaran 

terhadap kepemilikan akta kematian. Menurut warga yang melakukan pelayanan datang 

ke Disdukcapil untuk mengurus akta kematian, ternyata tidak perlu datang langsung bisa 

mendaftar secara online. Dia tidak mengetahui informasi tersebut dikarenakan 

minimnya informasi yang didapatkan serta tidak mengetahui website resmi. 

Selain permasalahan informasi masyarakat juga mengeluhkan estimasi waktu 

yang telah ditentukan. Beberapa masyarakat tidak dapat mengambil akta kematian 

sesuai estimasi yang telah ditentukan karena adanya masalah teknis berupa jaringan 

yang menghambat akta kematian dapat segera ditandatangani oleh Kepala Dinas 

Disdukcapil Kota Palembang. Menurut warga yang melakukan pelayanan akta kematian 

orang tuanya seharusnya sudah selesai 3 hari yang lalu, namun petugas mengatakan akta 

tersebut terkendala oleh jaringan sehingga diperlukan pengajuan ulang kembali. 

Akibatnya harus menunggu kembali 2 -3 hari kemudian.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dalam pelayanan pembuatan 

akta kematian yang masih mendapat keluhan dari masyarakat terutama dalam masa 

pandemi covid-19 yang merubah sistem pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil kota Palembang diperlukan penelitian lebih lanjut dengan judul 

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN MASA 

PANDEMI COVID-19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA PALEMBANG”.  

Penelitian terdahulu mengenai Implementasi Program penerbitan akta kematian 

dijelaskan oleh Dena Laras dan Hadi Harsono. Penelitian tersebut dilakukan 

menggunakan metode kuantitatif dengan hasil program penerbitan akta kematian belum 

terlaksana dengan baik dari teori George C. Edward dengan empat variabel yang ada. 

Sementara dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif sehingga akan menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan memfokuskan pada 

kinerja implementasi yang dilakukan Harapan dengan adanya penelitian ini bisa 

mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penerbitan akta kematian masa pandemi 

covid-19 dengan perubahan sistem pelayanan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas  maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan 

Penerbitan Akta Kematian Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah untuk 

mengetahui implementasi kebijakan penerbitan akta kematian masa pandemi covid-19 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Manfaat teoritis  

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kajian masukan bagi ilmu 

kebijakan publik khususnya implementasi kebijakan. 

2. Manfaat Praktis  

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana jalannya 

implementasi kebijakan penerbitan akta kematian masa pandemi covid-19 di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatn Sipil kota Palembang 
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